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PENGANTAR

RIZA NOER ARFANI
KETUA WCP UGM/INDONESIA

WTO (World Trade organization) Chairs Programme (WCP) Universitas Gadjah
Mada (UGM)/Indonesia (selanjutnya disebut dengan WCP UGM/Indonesia)
merancang kegiatan penelitian klaster yang hasilnya diterbitkan dalam seri
monograf ini sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas Pusat Studi
Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dalam bidang penelitian perdagangan
internasional. Terdapat 4 (empat) tema klaster yang dikembangkan, yaitu Klaster
Hukum, Klaster Agro-Industri, Klaster Dinamika Kebijakan, dan Klaster Diplomasi.
Keempatnya mewakili bidang keahlian dan kompetensi para peneliti PSPD UGM
yang berasal dari fakultas-fakultas yang beragam: Fakultas Pertanian/Teknologi
Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu
Politik (khususnya Jurusan llmu Hubungan Internasional).

Penelitian klaster dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas metodologi plus
kemampuan menangkap isu-isu dan kebijakan kontemporer dalam kajian tentang
perdagangan internasional, terutama dalam konteks peningkatan daya saing In-
donesia. Tema-tema yang diambil dalam keempat klaster tersebut, oleh
karenanya, mencerminkan keperluan akan peningkatan kapasitas dimaksud.
Klaster Agro-Industri mendalami kajian tentang Analisis Daya Saing Komoditas
Ekspor Perkebunan Indonesia yang mencakup komoditi-komoditi seperti Minyak
Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (CPO), Karet dan Kakao. Klaster Hukum
melakukan kajian tentang Kebijakan Standarisasi Produk CPO dalam skema In-
donesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mencakup implikasi legal dalam
penerapan standarisasi tersebut terhadap perdagangan ekspor produk CPO In-
donesia. Klaster Dinamika Kebijakan mengambil tema Pola Spesialisasi
Perdagangan Indonesia dengan Jepang dan Cina untuk mengkaji secara mendalam
beragam aspek keunggulan komparatif komoditi-komoditi perdagangan Indo-
nesia dengan Jepang dan Cina. Klaster Diplomasi mengetengahkan tema Birokrasi
Kementerian Perdagangan dalam Kebijakan Perdagangan Internasional dengan
mengambil studi kasus putaran perundingan Doha atau yang lebih dikenal dengan
Doha Development Agenda (DDA) dalam forum perdagangan multilateral WTO.

Meskipun keempat tema tersebut tidak mewakili keseluruhan persoalan dan
tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan di Indonesia, beragam isu
yang dikaji di dalamnya cukup menggambarkan secara cukup rinci beragam ranah



Vi

persoalan dan tantangan perdagangan internasional Indonesia. Untuk para pelaku,
pengambil kebijakan dan pemerhati perdagangan internasional, kajian dalam
keempat klaster itu bermanfaat sekurang-kurangnya dalam menyediakan peta
persoalan dan bagaimana posisi dan peran para pemangku kepentingan terkait
dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Analisis dan kesimpulan yang diambil
serta rekomendasi yang diajukan tentu saja masih memerlukan kritik, masukan,
komentar dan umpan balik yang berguna untuk mengembangkan kegiatan-
kegiatan lanjutan (follow-up activities).

Dalam skema WCP UGM/Indonesia, kegiatan-kegiatan lanjutan itu dirancang
sebagai bagian dari 2 (dua) program peningkatan kapasitas lainnnya, yaitu
Peningkatan Kapasitas Akademik dan Peningkatan Kapasitas Jaringan. Dalam
program peningkatan kapasitas akademik, WCP UGM/Indonesia tengah
mengembangkan program MITS (Masters in International Trade Studies) yang
merupakan program studi Strata 2 (52) multi-disiplin dalam bidang Perdagangan
Internasional dan menawarkan gelar MA (Masters of Arts). Dalam program
peningkatan kapasitas jaringan, WCP UGM/Indonesia menawarkan beragam
skema kerjasama, kolaborasi dan konsultansi yang terutama diwujudkan dalam
bentuk penyelenggaraan seri pelatihan dan kursus singkat (short courses) yang
bermuara pada pembentukan Indonesia Trade Forum (Indo Trade Forum) pada level
domestik dan Southeast Asia Trade Trade Forum (SEA Trade Forum) pada level
kawasan/regional dengan memanfaatkan jaringan WCP di kawasan Asia
Tenggara/Timur.

Melalui kedua skema itulah diharapkan kegiatan-kegiatan lanjutan dari hasil
penelitian klaster yang diterbitkan dalam seri monograf ini dapat direalisasikan.
Sebagai Ketua WCP UGM/Indonesia, saya berharap dan mengundang partisipasi
dan peran para pembaca —segenap pemangku kepentingan perdagangan
internasional di Indonesia— dalam kegiatan-kegiatan lanjutan WCP UGM/Indone-
sia dan PSPD UGM.

Yogyakarta, 11 Januari 2012
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EXECUTIVE SUMMARY

The launch of Doha Round of trade negotiations in 2001 is a significant momen-
tum in the history of international trade. The agenda for equitable development
as the focus of negotiations raises both opportunities and challenges, especially
for developing countries. This important development must be utilized by devel-
oping countries by strengthening two domains at once: first, strengthening policy
formulation and implementation in the domestic domain, and second, trade di-
plomacy reinforcement to achieve opportunities in every trade scheme agreed in
this round of negotiations.

This research intends to analyze Indonesia’s policy in responding to these chal-
lenges and opportunities under the current Doha Round negotiations, as well as
comparing Indonesia’s experience with the Indian case. As the Doha Round con-
tinues, Indonesia has suffered from unclear domestic trade policy and lack of
quality in trade diplomacy. The findings show that a low quality of Indonesia’s
trade diplomacy is caused by a low budget on research for negotiation prepara-
tion, lack of academic support, and lack of human resources quality. This condi-
tion is also worsened by the fact that, there is no synergy among related stake-
holders. As a consequence, public interests (such as farmers, trade association,
craftsmen, etc.) cannot be well accommodated in negotiation process.

Contrary to the Indonesian case, India can be regarded as one of the most pre-
pared developing countries to cope with Doha Round negotiations. This is evident
from the fact that any position papers proposed by the Indian delegation during
Doha Round are considered as very detail and comprehensive. The evidences
further demonstrate that in formulating its position papers for negotiation, the
Indian government carries out regular consultative meetings with various stake-
holders. As a result, the position taken by the Indian government not only reflects
the domestic needs of Indian society, but the Indian government also enjoys
respectable position, which is considered as the leader of developing countries in
the WTO negotiations.

xiii






1.1 LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi ini, arus perdagangan
internasional yang semakin masif di dunia
memberikan peluang dan tantangan tersendiri
bagi aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan
internasional. Negara, yang direpresentasikan
oleh pemerintahnya, berdiri sebagai aktor utama
dalam menjawab peluang dan tantangan tersebut.
Berbagai peluang dan tantangan dalam
perdagangan internasional kemudian dijawab oleh
negara dengan negosiasi yang dilakukan, salah
satunya dalam lingkup multilateral dan dengan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan perdagangan
internasional yang tentunya menguntungkan.

Diluncurkannya Putaran Perundingan Doha pada
tahun 2001 oleh World Trade Organization (WTO)/
Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) merupakan
salah satu momentum penting dalam perjalanan
sejarah  perdagangan
pembangunan yang menjadi fokus dalam putaran

internasional. Isu

perundingan tersebut memunculkan peluang dan
tantangan tersendiri, khususnya baginegara
berkembang dalam mengamankan sektor
ekonominya baik dalam level domestik maupun
internasional. Kompleksitas yang muncul
kemudian harus dijawab oleh negara-negara
anggota dengan formulasi kebijakan domestik
yang tepat sebagai bahan persiapan negosiasi

dalam lingkup internasional.

Indonesia sebagai aktor utama yang terlibat
langsung dalam menjawab peluang dan tantangan
juga melakukan hal yang sama, yakni dengan
merumuskan dan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan perdagangan internasional guna
mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi

PENDAHULUAN

masyarakatnya.Diperlukan sinergi dan koordinasi
antar pihak terkait guna menghasilkan persiapan
yang memadai dan menguntungkan bagi
Indonesia.Proses pengambilan  kebijakan
perdagangan internasional menjadi penting guna
memaksimalkan kesempatan yang dimiliki dalam

level internasional.

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu
aktor utama dalam pengambilan kebijakan
perdagangan internasional tentunya selalu
berperan dalam setiap pengambilan kebijakan
perdagangan internasional. Pembicaraan tentang
perumusan sebuah  kebijakan  tersebut
tentunyatidak akan pernah terlepas dari proses
yang terjadi dalam birokrasi di dalamnya. Untuk
itu kajian tentang birokrasi sangat relevan untuk
mengetahui proses yang melatarbelakangi
diputuskannya berbagai kebijakan perdagangan

internasional.

Selain birokrasi di kementerian perdagangan,
tentu ada beberapa stakeholder yang terlibat
dalam setiap proses persiapan perundingan,
misalnya saja kementerian terkait, kelompok
kepentingan, organisasi sosial dan sebagainya.
Kesemua aktor tersebut beserta seluruh aktifitas
koordinasi di dalamnya tentu menjadi salah satu
penentu keberhasilan proses negosiasi yang
dilakukan Indonesia.

Mengapa penting untuk melihat hal ini? Tidak
dapat dipungkiri bahwa salah satu permasalahan
serius dalam yang dihadapi Indonesia dalam
perdagangan internasional adalah buruknya
kualitas persiapan negosiasi yang pada akhirnya
berdampak pada rendahnya kualitas negosiasi In-
donesia di forum putaran perundingan Doha. Hal

1



Laporan Akhir Hibah Penel itian PSPD Tahun Anggaran 2011 - Kluster: Sosial Pol itik

ini dapat diamati secara jelas dengan melihat posisi
dan eksistensi Indonesia dalam setiap perundingan
yang diadakan. Indonesia lebih banyak menjadi
peserta pasif dan sangat lemah posisinya dalam
setiap perdebatan.

Kasus Indonesia ini sangat berbeda dengan kasus
India. Delegasi India selalu terlihat siap dan
dominan dalam forum-forum perundingan. Hal ini
sangat menarik mengingat eksistensi Indonesia
dan India dalam politik internasional dewasa ini
seharusnya sama-sama kuat. Kedua negara ini,
bersama-sama dengan China, dianggap sebagai 3
negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi
di dunia pada era krisis dunia 2008 dan diprediksi
akan menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Untuk
itu menjadi sangat penting juga untuk mengetahui
strategi pemerintah India dalam mempersiapkan
perundingan-perundingan dagangnya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang tersebut, maka
rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai
berikut: Bagaimana pemerintah Indonesia,
terutama Kementerian Perdagangan, menjalankan
proses persiapan negosiasi selama Putaran
Perundingan Doha? Dan pertanyaan kedua yang
tidak kalah penting adalah: mengapa India
memiliki performa negosiasi yang jauh lebih bagus,
terutama jika dilihat dari proses persiapan
negosiasinya?

1.3 KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah
diungkapkan sebelumnya, maka analisis dalam
penelitian ini akan menggunakan beberapa alat
analisis, diantaranya adalah konsep tahapan
dalam proses negosiasi, sistem birokrasi dan
proses perumusan kebijakan perdagangan dan
juga metode SWOT sebagai kerangka analisis
untuk mengupas tahapan pra negosiasi di India
dan Indonesia.

Dalam konsep negosiasi, terdapat beberapa
tahapan yang harus dilalui agar proses negosiasi

betul-betul terarah, sistematis, dan tuntas.
Sebetulnya ada banyak kerangka konseptual yang
dapat digunakan untuk memetakan proses
tersebut. Salah satu di antaranya adalah konsep
yang menggambarkan negosiasi sebagai proses
yang terdiri dari tiga tahap (Fisher, 1991):

1. Persiapan atau pra negosiasi (pre-negotiation)
atau_Antecedent.

2. Pertemuan tatap muka atau around-the-table
negotiation atau Concurrent.

3. Hasil dan implementasi kesepakatan atau Con-
sequent.

Tahap persiapan perundingan atau pra negosiasi
meliputi aktivitas seperti menyiapkan diri untuk
berunding, dengan mengumpulkan informasi
tentang apa yang akan dirundingkan, siapa lawan
rundingnya, dan informasi lainnya; menentukan
apa agenda perundingan; dan juga menentukan
apa sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam
perundingan. Pada tahap persiapan ini, ada
beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi
proses perundingan sehingga harus selalu
diperhatikan, seperti: perbedaan budaya di antara
para perunding, faktor-faktor kognitif dan
ideologis, orientasi
perunding, BATNA atau the best alternative to a
negotiated agreement, dan juga hubungan

tawar-menawar para

kekuasaan di antara pihak-pihak yang berunding.

Sedangkan pada tahap Tatap Muka/around-the-
table negotiation, pihak-pihak yang berunding
secara aktual bertemu. Beberapa proses
perundingan yang terjadi dalam tahap ini
diantaranya adalah taktik dan strategi tawar-
menawar (bargaining) yang digunakan perunding,
tawaran dan proposal yang diajukan pihak-pihak
yang berunding, kompromi dan konsesi yang
dibuat pihak-pihak yang berunding, titik balik,
jalan buntu, kemacetan, yang terjadi dalam
perundingan, tukar-menukar informasi yang
terjadi di kalangan pihak-pihak yang berunding,
teknik bujukan dan persuasi yang digunakan, dan
perdebatan yang terjadi di antara perunding.

Terakhir, tahapan Hasil dan Implementasi adalah
ketika perundingan tatap muka selesai dan
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memasuki fase hasil dan imlementasi kesepakatan
(apabila tercapai). Pada tahap ini, beberapa hal
yang perlu diperhatikan adalah: Kesepakatan, jenis
atau tipe kesepakatan (kompromi, kapitulasi, dan
integratif), persepsi terhadap kesepakatan (puas,
kecewa, merasa dirugikan atau ditipu), dan
sebagainya.

Dari ketiga tahapan tersebut, penelitian ini akan
menekankan pada tahapan yang pertama, yaitu
tahapan pra negosiasi. Tahapan ini dapat dikatakan
sebagai penentu utama kesuksesan sebuah
negosiasi. Bahkan berkembang opini bahwa
tahapan pra negosiasi menentukan 8o0%
keberhasilan negosiasi. Indikator-indikator yang
telah dikemukakan dalam kerangka konseptual ini
tentu juga akan menjadi dasar penyusunan
pertanyaan-pertanyaan dalam pengumpulan data
dan juga dasar untuk melakukan analisis.

Selanjutnya, konsep-konsep dasar mengenai
sistem birokrasi dan proses perumusan kebijakan
menjadi bagian penting untuk merumuskan
pertanyaan-pertanyaan penelitian, terutama
dalam metode wawancara maupun kuesioner.
Untuk menjelaskan karakter dari sebuah struktur
birokrasi maka konsepsi Max Weber tentang
birokrasi cukup relevan untuk memberikan
pemahaman awal. Dalam karyanya Weber
berbicara tentang birokrasi dari dua perspektif,
yaitu birokrasi dalam realita dan birokrasi dalam
idealisme. Secara nyata/real, birokrasi banyak
memperlihatkan cara-cara officialdom.Artinya
adalah bahwa pejabat birokrasi pemerintah adalah
sentra dari penyelesaian urusan masyarakat
(Thoha, 2000). Pola yang demikian menyebabkan
rakyat sangat tergantung pada para pejabat yang
sedang berkuasa. Kepentingan rakyatpun menjadi
terbengkelai karena para birokrat hanya
memikirkan  kepentingan
Sedangkan jika dilihat dari perspektif idealism,

masing-masing.

maka birokrasi harus memiliki individu pejabat
yang secara personal bebas akan tetapi dibatasi
jabatannya, jabatan-jabatan disusun dalam
tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan
kesamping, tugas dan fungsi berbeda satu sama
lain, memiliki kontrak jabatan yang jelas (job de-

scription), diseleksi berdasarkan kualifikasi
profesionalitas, dan seterusnya.

Analisis terhadap sistem birokrasi dapat diadaptasi
dari  bureaucratic analysis of decision
makingGraham Allison. Graham Tillet Allison Jr.,
merupakan professor di Harvard University
(Kofmehl, 2007). Analisis ini memang merupakan
analisis dalam studi hubungan internasional. Scott
Kofmehl menyatakan bahwa analisis tersebut juga
bermanfaat untuk mengidentifikasi siapa yang
berpengaruh dalam pengambilan keputusan suatu
organisasi birokrasi. Di dalam analisis tersebut,
terdapat 3 unit analisis yang perlu diperhatikan
yaitu (Kofmehl, 2007):

1. Unitary actor, yaitu aktor yang organisasi
pemerintahan yang dipilih oleh konstituen,
berperan untuk mengambil keputusan bagi
publik atau keputusan yang dihasilkan akan
mengikat semua yang berada dalam satu
kesatuan wilayah seperti central government
(pemerintah pusat) dan provincial government
(pemerintah provinsi);

2. Institutional actor, yaitu aktor lembaga yang
berperan untuk mengambil keputusan yang
mengikat secara kelembagaan seperti govern-
ment institution (lembaga pemerintahan) dan
cross-government institution;

3. Individual actor, yaitu aktor individu yang
merupakan kepala dari suatu institusi atau
lembaga, mengambil keputusan secara per-
sonal seperti bupati, walikota, dan
sebagainya.

Menurut Scott, apabila analisis sudah mampu
mengidentifikasi permasalahan tersebut di atas,
maka kita dapat meng-assess berbagai situasi
birokrasi di manapun. Sedangkan dalam
mempertimbangkan hasil keputusan tersebut,
maka setiap saat harus diidentifikasi (Kofmehl,

2007):

1. Siapa pelaku dalam organisasi birokrasi?

2. Berapa banyak aktor yang berperan dalam
organisasi birokrasi?

3. Seberapa besar pengaruh kepentingan aktor
di dalam organisasi birokrasi?



Laporan Akhir Hibah Penel itian PSPD Tahun Anggaran 2011 - Kluster: Sosial Pol itik

4. Bagaimana hubungan antar aktor dalam
organisasi birokrasi?

5. Siapayang mempengaruhi organisasi birokrasi
di dalam maupun di luar?

Setelah mengetahui gambaran konseptual tentang
birokrasi, sangat penting untuk mengetahui dalam
ruang lingkup apa birokrasi (dalam kaitannya
dengan politik luar negeri) itu akan dianalisis.
Berkaitan dengan penekanan analisis birokrasi,
konsep the decision making process* atau proses
pengambilan kebijakan juga menjadi hal penting.
Dalam proses pengambilan kebijakan, para
pengambil kebijakan (decision maker) selalu akan
mendasarkan keputusan pada rational choice
(pilihan yang rasional). Pilihan rasional tersebut
biasanya diputuskan dengan melalui beberapa
tahapan proses pengambilan kebijakan yaitu: find
the problems (menemukan masalah), defining the
problems (mendefinisikan masalah), menghitung
cost and benefit (pertimbangan untung rugi),
melihat values and goals (memperhatikan nilai-
nilai dan tujuan-tujuan yang ada), melakukan
evaluasi (melakukan evaluasi), dan akhirnya
diputuskan suatu kebijakan.

Sedangkan Richard L. Park mencoba untuk
menganalisis kebijakan luar negeri, termasuk
kebijakan perdagangan internasional, dari sudut
pandang the policy making process. la
mengkategorikan aktor yang dapat bermain dalam
kebijakan luar negeri sebagai aktor pemerintah
(governmental agencies) dan aktor non-pemerintah
(non-governmental agencies) (Macridis, 2958).
Penelitian ini nantinya akan memfokuskan
pembahasan pada aktor pemerintah sebagai aktor
utama dalam sebuah pengambilan kebijakan luar
negeri. Di dalam pemerintah sendiri terdapat
birokrasi. Dengan melakukan analisis terhadap
birokrasi ini, dapat diketahui proses yang terjadi
dalam sebuah pengambilan kebijakan luar negeri.

Konsep analisis SWOT (Strength, Weakness, Op-

portunity, and Threat) akan digunakan dalam
menganalisis dan memetakan persoalan proses
persiapan perundingan sebagaimana yang telah
dielaborasikan di atas sehingga proses persiapan
dapat disusun dengan lebih strategis. Daniel Start
dan Ingie Hovland (2004) menjelaskan bahwa
definisi dari analisis SWOT adalah instrumen
perencanaan strategis yang klasik. Instrumen ini
menggunakan kerangka kekuatan dan kelemahan
internal organisasi serta menganalisis ancaman
dan peluang yang berpotensi datang dari luar.
Instrumen ini memberikan cara sederhana dalam
memperkirakan proses implementasi sebuah
strategi yang terbaik. Instrumen ini membantu
para perancang strategi untuk dapat realistis dan
fokus pada tujuan yang hendak dicapai.

Penjelasan kerangka konseptual selanjutnya
adalah berkaitan dengan analisis SWOT. Start dan
Hovland (2004) mengemukakan bahwa metode
analisis SWOT merupakan intrumen yang variatif,
yang mana instrumen ini dapat digunakan dalam
berbagai bentuk proyek, dalam hal ini instrumen
ini menjadi langkah awal atau sebagai pemanasan
awal sebelum maju ke langkah penyusunan strategi
yang lebih matang dan mendetail. Analisis SWOT
akan sangat berguna dalam pemetaan
permasalahan bagi para pemangku kepentingan.
Dalam kaitannya dengan proses persiapan
negosiasi, maka analisis ini akan menjadiinstrumen
pelengkap yang akan mengelaborasi persoalan-
persoalan yang sebetulnya dihadapi.

Dengan berbagai macam prosedural yang telah
disiapkan, belum berarti bahwasanya proses
persiapan ini, baik yang bersifat substantif maupun
teknis, dapat dikatakan sempurna dan tak lagi
diperlukan peningkatan dalam beberapa sektor.
Beberapa hal yang kemudian telah menjadi
kekuatan (strength) dalam proses persiapan ini
adalah pertama, Pemerintah Indonesia secara
politis dan teknis sudah memiliki willingness dan

*Dalam analisis politik luar negeri negara-negara berkembang dikenal setidaknya 3 ruang lingkup analisis yaitu the influ-
ences of foreign policy, the decision making process, dan the implementation of foreign policy.Makalah ini menggunakan

ruang lingkup yang kedua.
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keseriusan dalam merespon munculnya berbagai
perundingan perdagangan internasional, yakni
dengan membentuk Timnas PPI. Secara garis
besar, tim ini bertugas untuk mempersiapkan
materi-materi negosiasi yang akan dilangsungkan
dalam perundingan perdagangan internasional,
khususnya perundingan dalam tingkat multilat-
eral di dalam WTO. Secara yuridis, timnas ini juga
sudah memiliki legitimasi dan oleh karenanya,
prosedur-prosedur dan mekanisme kerjanya sudah
tersusun sedemikian rupa. Kedua, struktur
keorganisasian yang terdapat di dalam Timnas PPI
sudah sedemikian detail dan tersusun rapi. Hal ini
memiliki implikasi pada pembagian tugas dan
tanggungjawab yang jelas dalam pembagian
klasifikasi isu-isu tertentu dalam konteks
perundingan  perdagangan

khususnya pada level multilateral.

internasional,

1.4 HIPOTESIS

Hipotesis dalam tulisan ini adalah bahwa salah satu
penyebab utama lemahnya posisi Indonesia dalam
putaran perundingan perdagangan dunia adalah
lemahnya kualitas persiapan negosiasi. Secara
umum pemerintah Indonesia tidak memiliki
persiapan yang maksimal untuk menghadapi
setiap pertemuan perundingan dagang. Hal ini
dapat dilihat melalui analisis sistem birokrasi dan
proses pengambilan kebijakan perdagangan yang
selama ini berjalan, terutama di kementerian
perdagangan sebagai aktor utama negosiasi
perdagangan RI. Beberapa indikator yang dapat
mengukur lemahnya tahapan persiapan negosiasi
(pra negosiasi) ini diantaranya adalah persoalan
keterbatasan waktu, persoalan keterbatasan
sumber daya manusia, persoalan keterbatasan
fasilitas, persoalan keterbatasan penelitian/kajian
kebijakan, lemahnya koordinasi antar sektoral dan
sebagainya.

Di sisi lain, India, yang sebetulnya sedang tumbuh
dengan pesat secara ekonomi bersama-sama
dengan Indonesia, memiliki kualitas negosiasi yang
jauh lebihunggul. Hal ini dapat dipahami mengingat
pemerintah India menaruh perhatian yang besar
pada pengembangan sumberdaya manusia dan

pengembangan riset. Dalam hal ini riset menjadi
sangat penting untuk dijadikan basis persiapan
negosiasi dan mengarahkan visi negosiasi menjadi
lebih matang dan terarah.

1.5. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan beberapa metode. Pertama, dengan
mengumpulkan data-data dari buku-buku dan
sumber internet yang relevan dengan tema
penelitian. Dan kedua, dengan melakukan
wawancara terhadap beberapa aktor yang ada di
Kementerian Perdagangan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan karya tulis ini terdiri atas 4 bab yang
masing-masing membahas tentang
“Pendahuluan”, “Tahapan Pra Negosiasi
Perdagangan dalam Sistem Birokrasi di Indone-
sia”, “Tahapan Pra Negosiasi Pemerintah India
dalam Perdagangan Internasional”, dan bab

terakhir berupa “Kesimpulan”.

Pada bab pertama, tulisan ini berisi tentang
pengantar yang di dalamnya mengelaborasi latar
belakang permasalahan serta apa yang kemudian
menjadi rumusan masalah untuk diteliti. Selain
itu, terdapat pula kerangka konseptual yang
digunakan oleh penulis untuk membantu
merangkai argumentasi berdasarkan data-data
yang telah diolah dan dianalisis. Kerangka
konseptual yang telah disusun juga akan menjadi
dasar bagi penulis dalam menentukan arah analisis
dalam karya tulis ini. Hipotesis juga terdapat dalam
bab ini sebagai hasil analisis awal yang masih
bersifat sementara. Setelah itu, akan dijabarkan
metode penelitian dan sistematika penulisan
untuk mengetahui gambaran umum tentang alur
pembahasan dalam tulisan ini.

Pada bab selanjutnya, pembahasan mengenai
sistem birokrasi pra negosiasi yang terdapat di
dalam Kementerian Perdagangan akan menjadi
pengantar awal untuk kemudian menjadi dasar
analisis bagaimana pengaruh birokrasi di



kementerian tersebut mempengaruhi persiapan
negosiasi dalam perdagangan internasional,
khususnya dalam negosiasi Putaran Perundingan
Doha. Pemaparan mengenai struktur birokrasi
serta instruksi yang tertera di dalam Undang-
Undang akan menjadi bahan analisis, diantaranya
mengenai siapa aktor dan bagaimana peran yang
dimainkan dalam proses persiapan tersebut.
Selain itu, dalam bab ini juga akan dianalisis
mengenai bagaimana sinergi antar direktorat di
Kementerian  Perdagangan yang turut
berkontribusi dalam proses persiapan tersebut.

Sedangkan bagian ketiga dalam tulisan ini
memuat analisis mengenai tahapan pra negosiasi
yang secara umum berjalan di India. Bagian ini
mencakup analisis sistem, yang meliputi analisis
struktur dan fungsi, dan kemudian ditutup dengan
analisis SWOT dari tahapan pra negosiasi di India.

Kesimpulan dari hasil analisis sebagai wujud suatu
jawaban dari rumusan masalah yang telah
dimunculkan di awal pembahasan ini. Kesimpulan
ini merupakan hasil dari pengaplikasian kerangka
konseptual yang digunakan dalam penelitian ini
dengan melihat pada realita yang terjadi di
lapangan. Hasil penelitian ini diharakan dapat
memberikan manfaat dan memberikan
rekomendasi kepada kementerian terkait perihal
bagaimana proses pra negoasiasi perdagangan
internasional dijalankan dengan lebih optimal.



TAHAPAN PRA-NEGOSIASIPERDAGANGAN
DALAM SISTEM BIROKRASIDIINDONESIA

2.1 INDONESIA DALAM PERUNDINGAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Sejarah perdagangan internasional sudah dimulai
sejak dahulu kala. Sejarah pula telah mencatat
bahwa kehadiran jalur sutra atau silk road adalah
salah satu contoh nyata bahwa perdagangan antar
bangsa, istilah yang digunakan pada saat itu, sudah
berlangsung. Pertukaran komoditi yang terjadi,
semisal pada komoditas porselen, tekstil, hasil
pertanian, dan sebagainya merupakan salah satu
aktivitas yang dirasa sangat penting diantara
bangsa-bangsa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakatnya.

Seiring berjalannya waktu, modernisasi dalam
konteks hubungan perdagangan antar bangsa
semakin meningkat pesat. Era keterbukaan
informasi dan juga koneksi antar negara semakin
memudahkan arus perdagangan dunia untuk terus
berkembang. Guna mengatur masif dan kian
kompleksnya hubungan perdagangan antar negara
tersebut, maka dibentuklah
perdagangan internasional dalam lingkup bilateral,
regional, hingga multilateral. Tiap negara semakin

rezim-rezim

disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ekonominya
guna mengamankan kepentingan ekonomi
nasionalnya.

Begitu pula dengan Indonesia yang berdiri sebagai
sebuah negara yang utuh dan independen untuk
kemudian dapat mengontrol dirinya sendiri dan
berkecimpung dalam arus perdagangan dunia
tersebut. Kian aktifnya Indonesia dalam berbagai
fenomena kerjasama internasional, salah satunya
pada aspek perdagangan internasional, semakin
membuka peluang dan kesempatan dalam hal
melakukan proses transaksi antar negara. Baik
dalam level bilateral, regional, maupun multilat-

eral, Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya
untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa
didapat. Keuntungan yang maksimal tentu bisa
didapatkan apabila juga dibekali dengan proses
persiapan yang matang.

Salah satu bentuk rezim perdagangan
internasional pada lingkup multilateral yang diikuti
oleh Indonesia adalah rezim perdagangan World
Trade Organization (WTO). Hal ini dibuktikan
dengan telah diratifikasinya Agreement Establish-
ing The World Trade Organization melalui Undang-
undang (UU) Nomor 7 tahun 1994, Pengesahan
Agreement Establishing World Trade Organization
(Organisasi Perdagangan Dunia), oleh Presiden
Republik Indonesia. Rezim yang diikuti oleh lebih
dari 150 (seratus lima puluh) negara ini melakukan
negosiasi perdagangan secara multilateral. Tak
hanya aturan-aturan mengenai perdagangan saja,
namun juga mengatur mengenai penyelesaian
sengketa dagang dan persoalan-persoalan lainnya
yang terkait dengan isu perdagangan. Dengan
kata lain, negosiasi menjadi hal yang wajib
dilakukan oleh
perdagangan multilateral. Tentunya, proses

Indonesia dalam konteks

negosiasi yang nantinya akan dilakukan harus
terlebih dahulu dilakukan proses pra-negosiasi
pada level domestik.

KARAKTERISTIK BIROKRASI
INDONESIA

2.2

Di dalam memutuskan sebuah kebijakan
perdagangan, pemerintah Indonesia selalu
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor
eksternal maupun internal. Yang dimaksud dengan
faktor eksternal disini adalah situasi dan kondisi

internasional dan juga berbagai aktor yang bermain
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padaranah internasional tersebut. Sedangkan yang
dimaksud dengan faktor internal adalah situasi dan
kondisi domestik serta peran berbagi aktor deci-
sion maker dan aktor-aktor lain yang memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi decision maker
tersebut. Faktor-faktor inilah yang juga selalu
menjadi bahan pertimbangan pemerintahan untuk
memutuskan sebuah kebijakan luar negeri.

Terkait dengan faktor internal, proses peng-
ambilan kebijakan dalam birokrasi menjadi sangat
penting. Permasalahannya adalah bahwa dalam
birokrasi sering terjadi tumpang tindih antara
jabatan politik dan jabatan karir. Persoalan ini
sebetulnya merupakan permasalahan klasik
sebagai perwujudan dari dikotomi politik dan
administrasi. Carino (1994) mengemukakan
terdapat dua karakter yang kemudian muncul dari
permasalahan ini. Pertama, birokrasi sebagai sub-
ordinasi dari politik (executive ascendancy).
Artinya bahwa birokrasi dipimpin oleh orang-or-
ang yang terpilih melalui agenda politik seperti
partai politik dan sebagainya. Orang-orang
tersebut sangat mungkin menggunakan partai
politik sebagai “kendaraaan” untuk mendapatkan
suatu jabatan. Dalam konteks Indonesia, bentuk
ini diturunkan dari suatu anggapan bahwa
kepemimpinan pejabat politik didasarkan atas
kepercayaan. Misalnya saja supremasi mandat
yang diperoleh pemimpin politik berasal dari
rakyat atau public interest.

Sedangkan bentuk kedua menyatakan bahwa
birokrasi sejajar dengan politik (bureaucratic sub-
lation). Artinya adalah bahwa birokrasi pemerintah
suatu negara tidak hanya berfungsi sebagai
pelaksana akan tetapi karena keahliannya
mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan
yang professional. Karakter seperti ini juga dapat
ditemui dalam birokrasi di Indonesia. Beberapa
jabatan menteri, misalnya, diisi oleh orang-orang
yang memang profesional di bidangnya dan
sebelumnya telah berkarir dalam bidang tersebut.
Para pejabat ini biasanya tidak terafiliasi dengan
partai politik apapun. Contoh konkretnya adalah

Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Perdagangan, dan sebagainya.

Dari kedua karakter tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa birokrasi di Indonesia (terutama
pada level menteri) masih merupakan kombinasi
antara jabatan publik dan jabatan karir. Departemen
luar negeri adalah salah satu departemen yang
dipimpin oleh pejabat karir. Hal tersebut
dikarenakan tuntutan untuk memiliki seorang
menteri yang memiliki profesionalisme tinggi.

Sebagaimana layaknya